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BAB 7 
HUKUM TATA NEGARA 
 
Oleh Fauziyah 
 

7.1 Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara 
Hukum Tata Negara (HTN) bisa disebut juga dengan 

Hukum Negara, yang setara dengan Staatrecht dalam bahasa 
Belanda, Constitutional Law dalam bahasa Inggris, 
Verfassungsrecht dalam bahasa Jerman, atau Droit 
Constitutionnel dalam bahasa Prancis. 

Penggunaan istilah "hukum negara" dalam pengertian 
yang sempit, atau "staatrecht in engere zin", mengacu pada 
hukum konstitusi dan hukum publik yang secara langsung 
terkait dengan struktur organisasi negara, kekuasaan 
pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Jadi 
pengertian hukum negara dalam arti yang sempit, meliputi 
hukum konstitusi, hukum administrasi negara, dan hukum 
peradilan administrasi. Sementara itu, pengertian dalam arti 
yang luas, hukum negara meliputi hukum administrasi negara, 
hukum peradilan administrasi, serta berbagai aspek hukum 
publik lainnya yang terkait dengan tata pemerintahan dan tata 
usaha negara. 

Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata 
Negara merupakan serangkaian peraturan hukum yang 
mengatur struktur lembaga negara, interaksi antar lembaga-
lembaga negara secara vertikal maupun horizontal, serta status 
dan hak-hak asasi warga negara.28 Sedangkan pendapat dari R.G. 
Kartasapoetra, Hukum Tata Negara merupakan kumpulan 
hukum yang mengatur struktur organisasi suatu negara, 
interaksi antara lembaga-lembaga negara secara vertikal 

                                                           
28 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
dan CV. Sinar Bakti, 1988. h. 29 
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maupun horizontal, serta status warga negara di dalam negara 
tersebut beserta hak-hak dasarnya.29 

Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur 
struktur dan/atau tata lembaga suatu negara spesifik. Ini berarti 
bahwa hukum ini menetapkan bagaimana suatu negara tertentu 
diatur dan diorganisasi. Dalam konteks ini, Hukum Tata Negara 
mengulas tentang struktur lembaga negara, berbagai lembaga-
lembaga negara, dan tata cara pengaturan kekuasaan lembaga-
lembaga tersebut. 

Dalam pengembangannya, Hukum Tata Negara juga 
memperhatikan dinamika hubungan kekuasaan di antara 
lembaga-lembaga negara dalam dua konteks, yakni vertikal 
(hierarkis) dan horizontal (setara). Ini mencakup pula analisis 
mengenai peran dan fungsi masing-masing lembaga negara 
dalam sistem pemerintahan, serta bagaimana lembaga-lembaga 
tersebut saling berinteraksi. Dengan demikian, Hukum Tata 
Negara adalah serangkaian regulasi yang meliputi berbagai 
aspek, seperti struktur lembaga negara, entitas lembaga negara, 
alokasi kewenangan di antaranya, dan relasi antara negara 
dengan warganya. Ini mencerminkan dinamika dan tata cara 
dalam menjalankan pemerintahan yang berlaku dalam suatu 
negara. 

 Jimly Asshiddiqie, berpendapat Hukum Tata Negara 
umumnya dimaknai sebagai cabang ilmu hukum yang 
menitikberatkan pada susunan ketatanegaraan, sistem 
hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan dinamika 
interaksi antara negara dan warga negaranya. Dalam konteks ini, 
Hukum Tata Negara mengacu pada penelitian dan analisis 
tentang bagaimana suatu negara diatur secara formal, 
bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja bersama dalam 
sistem pemerintahan, serta bagaimana negara berinteraksi 
dengan warga negaranya. Lebih lanjut, Hukum Tata Negara 
mempelajari struktur ketatanegaraan dalam arti statis, artinya 
fokus pada aspek-aspek tetap dari susunan pemerintahan, 
termasuk konstitusi, institusi negara, dan pembagian kekuasaan. 

                                                           
29 R.G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, Jakarta: PT. Bina Aksara, 
1987. h. 3 
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Namun, ini juga mencakup dinamika perubahan dan evolusi 
hukum tata negara yang terjadi dari waktu ke waktu. 

Secara luas, Hukum Tata Negara meliputi Hukum 
Administrasi sebagai komponen yang dinamis dari Hukum Tata 
Negara. Selain itu, Hukum Tata Negara di Indonesia dapat dibagi 
menjadi Hukum Tata Negara Umum, yang menjelaskan prinsip-
prinsip ketatanegaraan secara umum dan biasa disebut sebagai 
Pengantar Hukum Tata Negara, serta Hukum Tata Negara Positif, 
yang secara khusus menitikberatkan pada konstitusi yang 
berlaku di Indonesia. Selain itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat 
Hukum Tata Negara juga mempunyai cabang ilmu yang 
mempelajari perbandingan antara konstitusi dari berbagai 
negara, biasanya dikenal sebagai Hukum Tata Negara 
Perbandingan atau Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara. 
Cabang ilmu ini membandingkan struktur, prinsip, dan 
mekanisme pemerintahan antar negara untuk menemukan 
persamaan, perbedaan, serta dampaknya terhadap praktik 
pemerintahan dan hukum dalam konteks global.30 

 

7.2 Obyek Hukum Tata Negara 
Hukum Tata Negara merupakan serangkaian peraturan 

yang mengatur struktur organisasi negara, lembaga-lembaga 
negara, alokasi dan pemanfaatan kekuasaan, serta interaksi di 
antara mereka, termasuk hubungan antara negara dan warga 
negaranya. Dalam konsekuensi tersebut, fokus utama Hukum 
Tata Negara adalah pada entitas konkret dari sebuah negara, 
yaitu negara tertentu dalam kurun waktu dan tempat spesifik. 

Selain itu, kajian Hukum Tata Negara mempunyai ruang 
lingkup yang mencakup beberapa aspek. Pertama, organisasi 
negara, yang melibatkan studi tentang lembaga-lembaga negara 
terstruktur dan berfungsi.  Kedua, relasi antara lembaga-
lembaga negara dan penggunaan kekuasaan, yang menyoroti 
dinamika interaksi di antara mereka dalam sistem 
pemerintahan. Ketiga, Hukum Tata Negara juga membahas 
tentang warga negara, termasuk hak-hak dan kewajiban mereka 

                                                           
30 Jimly Asshiddiqie, Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Ind Hill-
Company, 1988. h. 1-2 
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serta hubungan mereka dengan negara. Dengan demikian, 
Hukum Tata Negara membahas tentang tata cara 
penyelenggaraan negara, bagaimana lembaga-lembaga negara 
bekerja, serta bagaimana negara berinteraksi dengan warga 
negaranya dalam suatu konteks konkret dan dalam kurun waktu 
tertentu. Ini mencakup studi tentang konstitusi, peraturan-
peraturan yang mengatur pemerintahan, dan praktik-praktik 
hukum yang berkaitan dengan organisasi dan pengelolaan 
negara.31 

Menurut Wirjono Projodikoro, sebagian besar prinsip-
prinsip HTN diatur dalam UUD 1945. Hal ini menegaskan posisi 
UUD sebagai landasan hukum utama di suatu negara, bahkan 
sebagai otoritas tertinggi.32 Dengan demikian, Konstitusi negara 
yang relevan menjadi landasan untuk melakukan diskusi dalam 
kajian Hukum Tata Negara. Dalam konteks pembahasan Hukum 
Tata Negara Indonesia yang berlandaskan pada UUD NRI 1945, 
terdapat berbagai jenis permasalahan ketatanegaraan yang 
dapat diidentifikasi. Berikut adalah kategorisasi masalah 
tersebut:33 
1. Susunan umum organisasi negara; 
2. Lembaga-lembaga negara; 
3. Aspek Keuangan Negara; 
4. Pertahanan dan Keamanan Negara; 
5. Pendidikan dan Kebudayaan; 
6. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. 

 

7.3 Sumber Hukum Tata Negara 
Hukum Tata Negara Indonesia bersumber kepada: 
1. Sumber Hukum Materiil: 

a. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 
b. Pancasila 

2. Sumber Hukum Formal 

                                                           
31 I. G. Yusa, Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Setara Press, 
2016. h. 7-8 
32 Ibid. 
33 Mokhamad Najih & Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Malang: Setara Press, 
2012. h. 101 
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Sumber hukum formal Hukum Tata Negara Indonesia 
tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia, yang diatur sesuai dengan Ketetapan MPRS 
XX/MPRS/1966 yang telah diamandemen dengan Ketetapan 
MPR Nomor III/MPR/2000 jo. Ketetapan MPR Nomor 
V/MPR/1973. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi 
berbagai ketentuan yang mengatur struktur, fungsi, dan tata cara 
pemerintahan negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga 
negara. Ini termasuk UUD 1945 dan semua peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, baik 
yang dikeluarkan oleh badan legislatif maupun eksekutif, serta 
regulasi lain yang relevan dengan Hukum Tata Negara. Dengan 
merujuk pada struktur peraturan perundang-undangan 
tersebut, kita dapat memeriksa peraturan yang mengatur 
prinsip-prinsip dan praktek pemerintahan negara, termasuk hak 
dan kewajiban warga negara serta proses perubahan undang-
undang dasar. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud 
adalah: 
1. Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI; 
3. Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); 
5. Peraturan Pemerintah; 
6. Keputusan Presiden; 
7. Peraturan Daerah. 

 
Kemudian, urutan hierarki peraturan perundang-

undangan tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011. Dengan penyesuaian ini, kita dapat mengamati 
perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
menjadi dasar bagi hierarki peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, tetapi kemudian digantikan oleh Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011. Kedua undang-undang tersebut 
mengatur mengenai tata urutan perundang-undangan yang 
menetapkan struktur dan hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia. 
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Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencerminkan 
perkembangan sistem hukum Indonesia yang mengikuti 
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan 
demikian, terjadi penyesuaian terhadap tata urutan peraturan 
perundang-undangan untuk memperjelas dan memperbaiki 
struktur hukum Indonesia sesuai dengan dinamika dan 
perkembangan zaman. Dengan demikian dapat dilihat 
bagaimana perkembangan tata urutan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia sebagai berikut: 
Tata Urutan berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 
1. UUD NRI   tahun 1945 
2. Ketetapan MPR 
3. Undang Undang  
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
5. Peraturan Pemerintah 
6. Keputusan Presiden 
7. Peraturan Daerah 
 
Tata Urutan berdasarkan UU UU No. 10 Tahun 2004 
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
2. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang; 
3. Peraturan Pemerintah; 
4. Peraturan Presiden; 
5. Peraturan Daerah. 
 
Tata Urutan berdasarkan UU UU No. 12 Tahun 2011 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
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7.4 Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan 
1. Bentuk Negara 

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan sering 
dipersepsikan sebagai hal yang sama, meskipun keduanya 
memiliki perbedaan mendasar. Bentuk negara merujuk pada 
susunan atau struktur keseluruhan dari entitas negara, 
termasuk elemen seperti wilayah, penduduk, dan sistem 
pemerintahannya. Di sisi lain, bentuk pemerintahan lebih 
menekankan pada struktur organisasi dan fungsi kerja 
pemerintah, menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga 
pemerintah beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. Dengan demikian, bentuk negara mencakup 
semua aspek yang terkait dengan struktur dan identitas 
negara, sedangkan bentuk pemerintahan lebih terfokus 
pada struktur dan operasional pemerintah. Jadi, bentuk 
negara menentukan kerangka dasar dalam organisasi 
negara, sedangkan bentuk pemerintahan menjelaskan 
bagaimana struktur tersebut dijalankan dalam praktiknya.34 
Bentuk negara dapat dibedakan menjadi: 
a. Negara Kesatuan (unitarisme/eenheidstaat), negara 

yang bersusunan tunggal; 
b. Negara Serikat (federasi/bondstaat), negara yang 

bersusunan jamak. 
1) Negara Kesatuan (unitarismeleenheidstaat) 

Negara Kesatuan merupakan sebuah negara 
yang merdeka dan berdaulat, dengan satu 
pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan atas 
seluruh kawasan wilayah negara tersebut. Dengan 
kata lain, dalam negara kesatuan, tidak ada 
pembagian wilayah menjadi negara bagian atau 
entitas yang memiliki kedaulatan sendiri. Sebagai 
contoh, semua keputusan penting dan hukum 
berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan tidak 
ada otonomi yang signifikan bagi daerah-daerah di 
dalamnya. Jadi, dalam negara kesatuan, 
pemerintahan pusat mengendalikan seluruh 

                                                           
34 Samidjo, Ilmu Negara, Bandung: Armico, 1992. h. 162 
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administrasi dan kebijakan negara tanpa adanya 
otoritas yang terpisah di tingkat daerah. Bentuk 
negara kesatuan sebagai berikut : 
a) Negara Kesatuan (sistem sentralisasi) adalah 

negara dimana pemerintah pusat memiliki 
kewenangan untuk mengatur semua aspek, 
sedangkan pemerintah daerah memiliki 
keterbatasan dalam mengelola wilayahnya 
sendiri. Dalam sistem ini, pemerintah daerah 
hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan 
oleh pemerintah pusat. Artinya, tidak ada 
kewenangan bagi pemerintah daerah untuk 
membuat keputusan sendiri dalam banyak hal, 
karena semua keputusan penting dan kebijakan 
utama berasal dari pemerintah pusat. 

b) Negara Kesatuan (sistem desentralisasi) adalah 
negara di mana daerah-daerah diberikan 
kewenangan untuk mengurus daerah sendiri, 
yang disebut otonomi daerah. Dalam sistem ini, 
daerah-daerah memiliki kebebasan lebih besar 
dalam mengelola urusan lokal mereka sendiri, 
yang sering disebut sebagai daerah swatantra. 

 
2) Negara Serikat (federasi/bondstaat) 

Negara Serikat (Federasi, Bondstaat, 
Bundesstaat) adalah ketika dua negara atau lebih 
bersatu dalam suatu entitas politik yang mewakili 
mereka secara keseluruhan. Artinya, setiap negara 
bagian di dalamnya tidak memiliki kedaulatan 
sendiri; kedaulatan berada pada negara kesatuan, 
yaitu Pemerintahan Federal. Dengan demikian, 
dalam negara serikat, kekuasaan utama terpusat 
pada pemerintah federal, sementara negara bagian 
memiliki otonomi yang lebih terbatas, terutama 
dalam hal yang diatur oleh konstitusi federal. 
Meskipun demikian, negara bagian masih memiliki 
kewenangan untuk mengatur urusan-urusan 
internal yang tidak diatur oleh konstitusi federal. 
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2. Bentuk Pemerintahan 
Pendapat Leon Duguit35, metode pengangkatan kepala 

negara dan lamanya masa jabatan kepala negara menentukan 
bentuk pemerintahan. Dalam bentuk ini, bagaimana kepala 
negara dipilih dan berapa lama mereka memegang kekuasaan 
mempengaruhi struktur pemerintahan. Ini mencakup apakah 
kepala negara dipilih melalui pemilihan umum, diangkat, atau 
mewarisi posisi tersebut, serta berapa lama masa jabatannya. 
Macam-macam bentuk pemerintahan sebagai berikut: 
a. Kerajaan (Monarki) adalah bentuk pemerintahan di 

mana negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang 
jabatannya diwariskan secara turun-temurun. 

b. Republik (Respublica: dari bahasa latin) adalah sistem 
pemerintahan di mana kekuasaan negara dipegang oleh 
rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih, dan dipimpin 
oleh seorang Presiden atau kepala negara yang dipilih 
melalui pemilihan umum dalam periode tertentu 
(contohnya, empat tahun di Amerika Serikat dan lima 
tahun di Indonesia). 
Beberapa sistem monarki, yaitu: 
1) Monarki mutlak (absolut), 
2) Monarki terbatas (konstitutional), 
3) Monarki Parlementer, 
Beberapa sistem Republik, yaitu: 
1) Republik mutlak, 
2) Republik konstitusional, 
3) Republik Parlementer, 

 
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa 

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 
Dari ketentuan ini, dapat di ambil kesimpulan bahwa negara 
Indonesia adalah sebuah negara yang terintegrasi, yang 
berarti tidak ada bagian dari wilayah Indonesia yang 
memiliki status negara sendiri. Sebagai alternatif, wilayah 
Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi, yang 

                                                           
35 Soimin, Pengantar Hukum Indonesia. h. 104 
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selanjutnya dibagi menjadi unit-unit administratif seperti 
kabupaten dan kota. Tingkat otonomi atau administratif dari 
daerah-daerah ini diatur oleh undang-undang yang berlaku. 
Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara kesatuan tidak 
mengakui adanya entitas yang memiliki kedaulatan sendiri 
di dalamnya. Sebaliknya, wilayah Indonesia diatur oleh 
pemerintah pusat dengan adanya pembagian administratif 
ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Meskipun daerah-
daerah ini memiliki otonomi tertentu, namun keputusan 
utama dan kebijakan nasional tetap ditetapkan oleh 
pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

 
3. Sistem Pemerintahan 

Dikenal ada dua sistem pemerintahan: 
a. Sistem pemerintahan presidentil 
b. Sistem parlementer 

 
4. Lembaga-Lembaga Negara 

Menurut UUD 1945 sebelum perubahan, lembaga-
lembaga negara terbagi menjadi dua tingkatan: lembaga 
negara tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga negara 
tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
sedangkan lembaga tinggi negara terdiri dari: (1) Presiden, 
(2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (3) Dewan 
Pertimbangan Agung (DPA), (4) Mahkamah Agung (MA), 
dan (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah terjadi 
amendemen pada UUD 1945, struktur lembaga negara 
mengalami perubahan. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 
dihapuskan (hasil dari perubahan keempat). Selain 
penurunan ini, ada penambahan lembaga baru seperti 
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta 
pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh 
karena itu, perubahan dalam UUD 1945 mencakup 
penyesuaian struktur lembaga negara sesuai dengan 
tuntutan dan perkembangan zaman, yang melibatkan 
penghapusan, penambahan, dan penyesuaian peran 
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lembaga-lembaga tersebut. Lembaga Negara sebagaimana 
yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah :36 
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
b. Presiden, Wakil Presiden 
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
f. Mahkamah Agung (MA) 
g. Mahkamah Konstitusi 
h. Komisi Yudisial 

 
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) terdiri dari wakil-wakil yang dipilih melalui 
pemilihan umum dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi dan 
wewenang MPR diatur dalam serangkaian undang-
undang, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2003 yang kemudian mengalami perubahan melalui 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, serta diatur 
lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014. Undang-Undang tersebut menguraikan tanggung 
jawab dan kewenangan MPR dalam menyusun dan 
menetapkan konstitusi, merevisi atau mengesahkan 
amendemen konstitusi, serta membahas dan 
menetapkan rancangan amendemen terhadap 
konstitusi. MPR juga diberi wewenang untuk 
mengevaluasi pelaksanaan konstitusi dan menjalankan 
fungsi-fungsi lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, 
MPR memiliki peran sentral dalam proses legislasi dan 
penyelenggaraan tata pemerintahan negara. Tugas dan 
Wewenang MPR diatur sebagaimana dalam Pasal 5 dan 
Pasal 6 UU No. 17/2014, adalah: 

                                                           
36 Novia Alvin Nur Annisa, Irma Muannah Hasibuan, and Maysaroh, “Lembaga-
Lembaga Negara,” 2019, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:241380184. 
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1) Merubah dan menetapkan Konstitusi Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Melaksanakan pelantikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum; 

3) Mengambil keputusan terhadap usulan DPR untuk 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memastikan 
adanya pelanggaran hukum serius seperti 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, atau pelanggaran hukum lainnya, atau 
jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 
memenuhi syarat untuk jabatan tersebut; 

4) Mengangkat Wakil Presiden menjadi Presiden jika 
terjadi kekosongan jabatan karena Presiden 
mangkat, mengundurkan diri, diberhentikan, atau 
tidak mampu menjalankan kewajibannya selama 
masa jabatan; 

5) Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang 
diusulkan oleh Presiden jika terjadi jabatan Wakil 
Presiden kosong dalam selama masa jabatan; dan 

6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi 
kekosongan jabatan karena keduanya mangkat, 
mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak 
mampu menjalankan kewajibannya secara 
bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden 
dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai 
politik atau koalisi partai politik yang pasangan 
calon presiden dan wakil presidennya meraih suara 
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 
umum sebelumnya, hingga berakhir masa jabatan. 

 
b. Presiden, Wakil Presiden 

Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif 
negara, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan 
pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden 
didampingi oleh seorang Wakil Presiden. Baik Presiden 
maupun Wakil Presiden dapat diberhentikan selama 
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masa jabatannya melalui keputusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau melalui usulan 
dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil 
presiden meliputi: 
1) Terbukti melakukan pelanggaran hukum yang 

serius, seperti pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, atau tindakan kejahatan serius 
lainnya; 

2) Melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang 
dipandang tidak pantas; dan 

3) Tidak memenuhi syarat lagi untuk menjalankan 
fungsi sebagai presiden dan/atau wakil presiden. 
Dengan demikian, presiden dan wakil presiden 

dapat diberhentikan jika terbukti melakukan tindakan 
yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas, 
atau jika mereka tidak lagi memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan untuk menduduki jabatan presiden dan 
wakil presiden. 

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 

kewenangan untuk legislatif dan terdiri dari anggota 
yang dipilih melalui pemilihan umum. Struktur dan 
organisasi DPR diatur oleh undang-undang, dan mereka 
diwajibkan untuk mengadakan sidang setidaknya sekali 
dalam setahun. Proses pembuatan undang-undang 
melibatkan pembahasan rancangan undang-undang 
oleh DPR, serta persetujuan dari Presiden sebelum 
diundangkan. Dalam proses ini, DPR dan Presiden harus 
mencapai kesepakatan bersama untuk mengesahkan 
rancangan undang-undang menjadi undang-undang. 

Jika sebuah rancangan undang-undang tidak 
mencapai persetujuan bersama, maka itu tidak dapat 
diajukan kembali dalam sidang DPR pada masa itu. 
Presiden bertanggung jawab untuk mengesahkan 
rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
agar menjadi undang-undang. Jika dalam waktu tiga 
puluh hari setelah disetujui bersama rancangan undang-
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undang tersebut tidak disahkan oleh Presiden, maka 
secara otomatis akan menjadi undang-undang yang sah 
dan harus diundangkan.  

DPR mempunyai tiga fungsi utama: legislasi, 
anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas-
tugasnya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan 
hak menyatakan pendapat. Selain itu, DPR juga memiliki 
hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan 
usulan dan pendapat, serta kekebalan. Anggota DPR 
dapat dicopot dari jabatannya sesuai dengan ketentuan 
dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Selain 
fungsi legislasi untuk membuat undang-undang, DPR 
juga mempunyai peran dalam pembahasan dan 
penetapan anggaran negara. Selain itu, DPR juga 
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap 
pelaksanaan pemerintahan dan implementasi undang-
undang. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, 
DPR dapat menggunakan hak interpelasi untuk 
menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, hak 
angket untuk menyelidiki isu-isu spesifik, dan hak 
menyatakan pendapat untuk mengeluarkan pandangan 
terhadap kebijakan atau langkah-langkah pemerintah. 
Selain itu, anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, serta 
dilindungi oleh hak imunitas untuk menjalankan peran 
mereka sebagai wakil rakyat. Jika terjadi pelanggaran 
tata tertib atau hukum oleh anggota DPR, prosedur 
penggantian atau pemberhentian mereka diatur oleh 
undang-undang. 

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
Dalam Pasal 22C dan Pasal 22D dari BAB VIIA 

dalam UUD NRI Tahun 1945 menetapkan ketentuan 
mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota 
DPD dipilih secara demokratis dari setiap Provinsi 
dengan jumlah yang sama dari tiap Provinsi, dengan 
total anggota yang tidak melebihi sepertiga dari jumlah 
anggota DPR. DPD diwajibkan untuk mengadakan 
sidang minimal sekali setiap tahun. Struktur dan peran 
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DPD diatur lebih lanjut melalui perundang-undangan. 
DPD berwenang mengajukan rancangan undang-undang 
kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
relasi antara pemerintah pusat dan daerah, 
pembentukan dan perluasan wilayah, pemanfaatan 
sumber daya alam dan ekonomi, serta aspek keuangan 
yang menyangkut keseimbangan antara pemerintah 
pusat dan daerah. 

DPD berperan sebagai lembaga perwakilan daerah 
yang mewakili kepentingan daerah Provinsi dalam 
pembentukan undang-undang dan kebijakan nasional 
lainnya. Melalui keanggotaannya yang berasal dari 
setiap Provinsi, DPD dapat menjadi sarana untuk 
mengadvokasi dan memperjuangkan kepentingan 
daerah dalam kebijakan nasional. DPD juga melakukan 
peninjauan terhadap rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara 
pemerintah pusat dan daerah, pembentukan, 
pemekaran, dan penggabungan wilayah, pengelolaan 
sumber daya alam dan ekonomi, serta keseimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain 
itu, DPD memberikan masukan kepada DPR terkait 
rancangan undang-undang mengenai pajak, pendidikan, 
dan agama. 

DPD memiliki kewenangan untuk mengawasi 
implementasi undang-undang yang berkaitan dengan 
beragam aspek, seperti otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran, dan penggabungan wilayah, hubungan 
antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan 
agama. Hasil pengawasan tersebut kemudian 
disampaikan kepada DPR sebagai masukan untuk 
langkah selanjutnya. Anggota DPD dapat dicopot dari 
jabatannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
diatur dalam undang-undang. 
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e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Berdasarkan BAB VIIIA UUD NRI Tahun 1945, 

yaitu Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang 
bertugas melakukan pemeriksaan independen terhadap 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 
Hasil pemeriksaan keuangan negara kemudian 
dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan 
mempertimbangkan usulan dari DPD dan diresmikan 
oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh 
anggota BPK. BPK berkedudukan di ibukota Negara dan 
memiliki perwakilan di setiap Provinsi. Peraturan lebih 
lanjut mengenai BPK diatur dalam undang-undang.  

Fungsi utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
adalah melakukan pemeriksaan independen terhadap 
pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaannya 
disampaikan kepada lembaga legislatif serta perwakilan 
rakyat daerah untuk mempertimbangkan dalam 
pembuatan kebijakan dan langkah selanjutnya. Anggota 
BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan 
masukan dari DPD, menitikberatkan pada independensi 
dan akuntabilitas. Pimpinan BPK dipilih dari 
anggotanya, menggarisbawahi prinsip demokratis dan 
partisipatif dalam organisasi. BPK memiliki jangkauan 
yang luas, dengan perwakilan di seluruh Provinsi, untuk 
memastikan cakupan pemeriksaan yang merata dan 
menyeluruh di seluruh wilayah negara.37 

f. Mahkamah Agung (MA) 
Mahkamah Agung (MK), sebagaimana diatur 

dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2), 
merupakan otoritas utama dalam sistem peradilan 
Indonesia. Mahkamah Agung bersama dengan badan 
peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan 

                                                           
37 B. Aritonang, Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan, Jakarta: 
Gramedia, 2017. H. 12 
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umum, agama, militer, tata usaha negara, dan 
Mahkamah Konstitusi, bertanggung jawab atas berbagai 
jenis perkara di negara ini. MK memiliki wewenang 
untuk memeriksa perkara pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang, dan kewenangan 
lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang. Calon 
hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR 
untuk persetujuan, kemudian ditetapkan sebagai hakim 
agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua MK dipilih 
dari dan oleh Hakim Agung. Tata cara susunan, 
keanggotaan, serta prosedur hukum Mahkamah Agung 
dan badan peradilan di bawahnya diatur oleh undang-
undang. 

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan 
tertinggi, memegang peran penting dalam menegakkan 
keadilan dan memastikan kepastian hukum. Selain 
berperan sebagai pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah 
Agung juga memiliki kewenangan konstitusional untuk 
menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan. 
Proses pemilihan hakim agung dilakukan secara 
transparan dan mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang, termasuk 
persetujuan dari DPR dan penunjukan oleh Presiden. 
Susunan, kedudukan, dan mekanisme kerja Mahkamah 
Agung, beserta badan peradilan yang berada di 
bawahnya, diatur secara rinci dalam undang-undang 
untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam 
penegakan hukum. 

g. Mahkamah Konstitusi (MK) 
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga 

kehakiman yang memiliki kewenangan dalam menguji 
sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar. MK berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama 
dan terakhir, dan keputusannya bersifat final. 
Kewenangan MK mencakup pengujian materiil undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, penyelesaian 
sengketa wewenang lembaga negara sesuai dengan 
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Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, dan 
menangani perselisihan terkait hasil pemilihan umum. 
MK memainkan peran kunci dalam menjaga supremasi 
hukum dan memastikan keselarasan antara undang-
undang dan prinsip-prinsip konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewajiban 
untuk memutuskan pendapat DPR terkait dugaan 
pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden sesuai dengan UUD. MK terdiri dari 9 
Hakim Konstitusi, yang ditunjuk oleh Presiden 
berdasarkan rekomendasi dari MK, DPR, dan Presiden 
masing-masing tiga orang. Ketua dan Wakil Ketua MK 
dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Proses 
penunjukan dan pemecatan Hakim Konstitusi, prosedur 
hukum, dan ketentuan lainnya mengenai MK diatur 
melalui undang-undang. 

h. Komisi Yudisial (KY) 
Komisi Yudisial (KY) merupakan sebuah lembaga 

independen yang bertanggung jawab atas penunjukan 
hakim agung dan menjaga integritas serta perilaku etis 
para hakim. Tugas KY mencakup memastikan bahwa 
hakim menjalankan tugas mereka dengan kehormatan 
dan martabat yang tinggi. Anggota KY ditunjuk dan 
diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. 
Susunan, posisi, dan anggota KY diatur melalui 
peraturan perundang-undangan. KY memegang peran 
penting dalam menjaga independensi dan kualitas 
lembaga peradilan serta menegakkan standar etika 
dalam kehakiman. 

 
5. Hak Asasi (human right) 

Hak asasi manusia, atau sering disebut hak asasi, 
adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu dan 
tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Hak ini memiliki sifat 
yang absolut dan tidak dapat dihapus atau dikurangi oleh 
siapa pun. Meskipun diakui sebagai hak yang fundamental, 
definisi dan ruang lingkup hak asasi manusia masih menjadi 
subjek perdebatan yang berkelanjutan. Dalam UUD NRI 
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Tahun 1945, hak asasi manusia diatur dalam BAB XA yang 
terdiri dari sepuluh pasal, yaitu Pasal 28A hingga Pasal 28J. 
Dari sepuluh pasal tersebut, perlindungan hak asasi 
manusia yang diselenggarakan oleh UUD NRI Tahun 1945 
dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan 

kehidupannya; 
b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah; 
c. Hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi; 

d. Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan 
dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni, dan budaya. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 
manusia secara keseluruhan. Hak ini mencakup hak 
untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, 
mengembangkan bakat dan minat, serta memanfaatkan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
meningkatkan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 
hak ini penting dalam mencapai tujuan hidup yang lebih 
baik bagi setiap individu dan masyarakat. 
 

7.5 Istilah Hukum Administrasi Negara 
Istilah-istilah dalam Hukum Administrasi Negara berasal 

dari berbagai negara, seperti Administratiefrecht dari Belanda, 
Verwaltungsrecht dari Jerman, Droit Administratif dari Perancis, 
serta Administratif Law dari Inggris dan Amerika. Di Indonesia, 
sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, istilah 
Administratiefrecht diadopsi dan diterjemahkan menjadi 
Hukum Administrasi Negara. Fenomena ini mencerminkan 
pengaruh sejarah kolonial Belanda dalam perkembangan sistem 
hukum administrasi negara di Indonesia. 
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Para pakar hukum di Indonesia memiliki perbedaan 
pendapat mengenai terjemahan Administratiefrecht dari Hukum 
Belanda. Kesepakatan akhirnya tercapai setelah dikeluarkannya 
UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Sejumlah pakar, seperti E. Utrecht, menggunakan istilah Hukum 
Administrasi Negara Indonesia, sementara WF Prins 
menggunakan Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Wirjono 
Prodjodikoro mengadopsi Hukum Tata Usaha Pemerintah, 
sementara Prajudi Atmasudirdjo menggunakan Hukum 
Administrasi Negara. Pada saat yang sama, SK Mendikbud 
No.0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal mempergunakan 
Hukum Tata Pemerintahan. Dalam rapat staf dosen Fakultas 
Hukum Negeri pada Maret 1973, diputuskan untuk 
menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara, dengan 
kemungkinan penggunaan istilah lain. Namun, dalam SK 
Kurikulum terbaru, digunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara. 

 

7.6 Pengertian Hukum Administrasi Negara 
Terdapat beberapa pakar telah mencoba memberikan 

definisi tentang Hukum Tata Usaha Negara, di antaranya: JHP 
Bellafroid, Oppenheim, Logemann, E.Utrecht, dan Prajudi 
Atmasudirdjo. 
1. JHP Bellafroid38 Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata 

Pemerintahan adalah rangkaian peraturan yang mengatur 
pelaksanaan tugas oleh alat-alat pemerintahan, badan 
kenegaraan, dan pengadilan tata usaha negara, mencakup 
semua prosedur dan mekanisme yang digunakan oleh 
lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi 
mereka. 

2. Oppenheim39 menjelaskan bahwa Hukum Administrasi 
Negara adalah rangkaian ketentuan yang mengikat badan-
badan tingkat tinggi dan rendah ketika menggunakan 
wewenang yang diberikan oleh Hukum Tata Negara. Hukum 

                                                           
38 J. P. H. Bellefroid, Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland, Nijmegen, 
Utrecht : Dekker & Van De Vegt, 1950. h. 54 
39 L. Oppenheim, International Law: A Treatise, London: Longmans, Green & Co., 
1920. h. 64 
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Administrai Negara menggambarkan negara dalam keadaan 
bergerak. 

3. Logemann40 Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi 
Negara adalah serangkaian aturan yang dirancang khusus 
untuk menilai hukum, memungkinkan para pejabat negara 
(Alat Tata Usaha Negara/Alat Administrasi Negara) untuk 
melaksanakan tugas mereka secara efektif. Ini berbeda dari 
hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara, yang 
sudah termasuk dalam Hukum Tata Negara. Hukum 
Administrasi Negara menetapkan kerangka hukum yang 
mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan peninjauan 
keputusan administratif. Hal ini memastikan bahwa 
kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan adil, transparan, 
dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. 

4. De La Bascecour Caan mengatakan Hukum Administrasi 
Negara adalah seperangkat peraturan yang menentukan 
bagaimana negara beroperasi dan merespons terhadap 
berbagai situasi. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur 
interaksi antara pemerintah dan warga negara. Secara 
keseluruhan, Hukum Administrasi Negara dapat dibagi 
menjadi dua aspek utama: pertama, aturan-aturan yang 
menentukan bagaimana negara berfungsi atau merespons, 
dan kedua, aturan-aturan yang mengatur hubungan antara 
warga negara dengan pemerintahnya. Dengan kata lain, 
Hukum Administrasi Negara tidak hanya menetapkan cara 
kerja negara, tetapi juga menetapkan batasan dan kewajiban 
bagi pemerintah dan warga negara. 

5. Sir W.Ivor Jenning41 menjelaskan bahwa Hukum 
Administrasi Negara adalah hukum yang terkait dengan 
struktur dan fungsi administrasi negara. Ini menetapkan tata 
cara pembagian kekuasaan dan tanggung jawab dari pejabat 
administrasi. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Negara 
mengatur bagaimana negara diorganisir dan bagaimana 

                                                           
40 Sjahran Basah, Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Admnistrasi Negara, 
Bandung: Alumni, 1992. H. 72 
41 et al Philipus, M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: 
Gadjahmada University Pess, 1993. h. 53 
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pejabat-pejabatnya menjalankan tugas-tugas 
administratifnya.  

6. Menurut E. Utrecht, Hukum Administrasi Negara atau 
Hukum Pemerintahan adalah hukum yang mengatur 
hubungan hukum khusus yang memungkinkan pejabat 
administrasi negara untuk menjalankan tugas-tugas mereka 
dengan baik. Ini berarti hukum ini membantu menetapkan 
landasan hukum yang memungkinkan pejabat administrasi 
negara untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan efektif 
dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan kata 
lain, Hukum Administrasi Negara menyediakan kerangka 
hukum yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas 
administratif secara efisien. 

7. R. Kranenburg menjelaskan Perbedaan antara Hukum 
Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, meskipun 
hanya terbatas pada pembagian tugas, terletak pada cakupan 
hukum yang diatur. Hukum Administrasi Negara mencakup 
peraturan yang mengatur tentang struktur dan wewenang 
spesifik dari lembaga-lembaga seperti kepegawaian 
(termasuk peraturan pensiun), pendidikan, wajib militer, 
jaminan sosial, perumahan, peraturan ketenagakerjaan, 
jaminan bagi orang miskin, dan aspek lainnya. 

a. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa Hukum 
Administrasi Negara merupakan kerangka hukum yang 
berkaitan dengan pemerintahan dan aparatnya, khususnya 
Administrasi Negara. Ini mencakup regulasi-regulasi yang 
mengatur kewenangan, tugas, fungsi, dan perilaku para 
pejabat Administrasi Negara. Tujuannya adalah untuk 
memastikan bahwa Administrasi Negara beroperasi secara 
tertib, etis, adil, objektif, jujur, efisien, dan transparan. 
Atmosudirdjo juga menjelaskan bahwa Hukum Administrasi 
Negara adalah hasil ciptaan dari Administrasi Negara itu 
sendiri, selain berkaitan erat dengan Administrasi Negara. 
Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara dibedakan 
menjadi dua klasifikasi: Hukum Administrasi Negara 
heteronom dan Hukum Administrasi Negara otonom. Hukum 
Administrasi Negara heteronom bersumber pada Undang-
Undang Dasar Negara, Keputusan Majelis Permusyawaratan 

3

3

3

7

56



 

      147 

Rakyat, dan Undang-Undang. Hukum ini mengatur struktur 
dan fungsi Administrasi Negara serta memiliki karakter yang 
tidak boleh dilanggar, diabaikan, atau diubah oleh 
Administrasi Negara. HAN heteronom ini mencakup aturan-
aturan mengenai:  
a. Dasar-dasar dan prinsip umum administrasi negara; 
b. Struktur administrasi negara, mencakup konsep 

dekonsentrasi dan desentralisasi; 
c. Berbagai kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh 

administrasi negara; 
d. Seluruh sarana yang terlibat dalam administrasi negara; 
e. Badan peradilan administrasi. 

  
Hukum Administrasi Negara Otonom bersumber dari 

keputusan pemerintah yang memiliki kekuatan setara dengan 
Undang-Undang dalam ruang lingkup yang luas, mencakup 
yurisprudensi dan teori hukum. Ini merupakan hukum yang 
bersifat operasional yang dibuat oleh pemerintah dan 
administrasi negara sendiri. Sebagai konsekuensinya, hukum ini 
dapat diubah oleh pemerintah atau administrasi negara sebagai 
bagian dari tata kelola negara kapan saja jika diperlukan, 
asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum dan 
kepentingan umum. Dengan kata lain, hukum ini fleksibel 
namun tetap dalam batas-batas yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. 

Pendapat Prajudi Atmosudirdjo42 Pelaksanaan 
pemerintahan dijalankan oleh penguasa eksekutif dan 
aparatnya, sedangkan administrasi negara dijalankan oleh 
penguasa administratif dan aparatnya. Oleh karena itu, sesuai 
dengan UUD 1945, kekuasaan eksekutif dan administratif 
disatukan dalam satu wewenang, yang dipegang oleh Presiden. 
Dengan demikian, konsep Hukum Administrasi Negara (HAN) 
mencakup lima unsur: 
1. Hukum Tata Pelaksanaan (HTP): hukum yang mengatur 

pelaksanaan undang-undang, termasuk pengendalian 

                                                           
42 S. Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Galia Indonesia, 1981. h. 23 
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penggunaan kekuasaan publik yang berasal dari kedaulatan 
rakyat. 

2. Hukum Tata Usaha Negara (HTUN): meliputi peraturan-
peraturan terkait dengan administrasi dokumen, 
kerahasiaan dalam pelayanan publik dan penugasan, 
pencatatan, pengarsipan, dokumentasi, legalisasi, pelaporan, 
statistik, prosedur pembuatan dan penyimpanan berita 
acara, catatan sipil, pencatatan properti tanah dan bangunan, 
penerbitan, informasi, dan publikasi negara. Hal ini juga 
dikenal sebagai Hukum Birokrasi. 

3. Hukum Administrasi Negara dalam arti spesifik: peraturan 
yang mengatur tata kelola internal dan eksternal dari negara. 

4. Hukum Administrasi Pembangunan: mencakup regulasi yang 
mengatur campur tangan pemerintah dalam upaya 
mengarahkan perubahan yang telah direncanakan dalam 
masyarakat. 

5. Hukum Administrasi Lingkungan: kumpulan peraturan yang 
mengatur bagaimana pemerintah turut campur dalam 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. 

 
Jadi, HAN tidak hanya terbatas pada regulasi tentang 

bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya, tetapi juga 
mencakup aspek-aspek seperti administrasi internal, 
pembangunan, dan lingkungan. 

Menurut Sjachran Basah, esensi dari Hukum Administrasi 
Negara dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, hukum ini 
memberikan kerangka bagi administrasi negara untuk 
menjalankan perannya. Kedua, hukum ini bertujuan untuk 
melindungi warga negara dari kesalahan yang dilakukan oleh 
administrasi negara, sambil juga mengamankan 
keberlangsungan administrasi negara itu sendiri. Lebih lanjut, 
melindungi tindakan administrasi negara dan warga negara 
pada dasarnya menciptakan kepastian hukum, yang berarti 
bahwa tindakan administrasi negara harus mematuhi batasan-
batasan, baik dari segi kepatuhan pada hukum maupun 
perlindungan hak asasi. Batasan ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
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1. Batas atas, yang berarti bahwa administrasi negara harus 
mematuhi hukum yang lebih tinggi. Misalnya, keputusan 
administrasi Tidak boleh melanggar peraturan atau undang-
undang yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi. 

2. Batas bawah, yang berarti bahwa peraturan yang 
dikeluarkan tidak boleh merugikan hak dan kewajiban dasar 
warga negara. 

 
Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, 

administrasi negara harus berada dalam kerangka hukum yang 
jelas dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Hal ini 
merupakan prinsip penting dalam memastikan bahwa 
kekuasaan administrasi negara tidak disalahgunakan dan warga 
negara dilindungi secara adil. 

 

7.7 Pengertian   Alat   Administrasi   Negara,   
Pemerintah   Dan Aparat Pemerintah 

Menurut Victor Situmorang dalam bukunya "Dasar-dasar 
Hukum Administrasi Negara", dia mengulas konsep Administrasi 
Negara/Tata Usaha Negara dan Pemerintah dari dua perspektif 
yang berbeda. 
1. Menurut pandangan dari teori residu yang dipengaruhi oleh 

konsep Trias Politika, yang diungkapkan oleh tokoh seperti 
Van Vollen Hoven, Administrasi Negara/Tata Usaha Negara 
dapat didefinisikan sebagai sekumpulan jabatan atau aparat 
yang berada di bawah kendali pemerintah. Mereka 
bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian tugas 
pemerintahan, khususnya dalam fungsi administratif yang 
tidak termasuk dalam kewenangan badan peradilan, badan 
legislatif, atau badan pemerintahan dari entitas Hukum yang 
berada di tingkat hierarki yang lebih rendah dari hukum negara. 
Entitas hukum yang lebih rendah ini mencakup daerah-
daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur diri 
mereka sendiri, baik secara mandiri maupun melalui 
pemberian wewenang dari pemerintah pusat (sebelumnya 
disebut sebagai daerah otonom tingkat I, II, III, dan Daerah 
Khusus). 
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2. Menurut pandangan AM Donner, yang tidak dipengaruhi oleh 
teori Trias Politika, Administrasi Negara didefinisikan 
sebagai lembaga yang bertugas menjalankan atau 
mengorganisir tujuan-tujuan negara. Dalam perspektif 
Donner, Dilihat dari perspektif fungsi negara, Administrasi 
Negara dianggap sebagai pembentuk tujuan bagi negara. 

 
Dengan demikian, pandangan tentang Administrasi 

Negara dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang 
digunakan, apakah dari sudut pandang trias politika atau dari 
fungsi negara sebagai penentu tujuan. 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo43 mengemukakan 
terdapat tiga (3) arti dari pada Administrasi Negara, yaitu : 
1. Sebagai  aparatur  negara,  pemerintah,  atau  institusi 

politik; 
2. Sebagai “fungsi” atau sebagai tindakan melayani  atau 

kegiatan “operasional pemerintah; dan 
3. Sebagai proses teknis dalam implementasi undang-undang. 

 
WF. Prins44 membedakan Pemerintah dalam pengertian 

yang komprehensif mengacu pada semua wewenang yang ada 
dalam suatu negara, termasuk kewenangan legislatif, eksekutif, 
yudisial, dan kepolisian. Dalam konteks ini, pemerintah identik 
dengan negara itu sendiri. Sementara itu, pemerintah dalam arti 
sempit mengacu pada kewenangan yang memiliki peran khusus, 
yaitu menjalankan tujuan dari peraturan perundang-undangan. 
Dalam arti ini, pemerintah berkaitan dengan fungsi eksekutif 
dalam menjalankan kebijakan dan program-program yang telah 
ditetapkan. Dengan kata lain, pemerintah dalam arti luas 
mencakup semua kekuasaan dalam negara, sedangkan 
pemerintah dalam arti sempit merujuk pada bagian dari 
kekuasaan tersebut yang bertugas melaksanakan kebijakan dan 
program pemerintahan. Ini menunjukkan perbedaan antara 
cakupan yang luas dan cakupan yang lebih terfokus dari konsep 
pemerintah. 

                                                           
43 Ibid 
44 C. & Richard Rawlings Harlow, Law and Administration, 2008. h. 45 
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Menurut Muchsan, aparat pemerintah dalam pengertian 
yang lebih spesifik adalah mereka yang menjalankan fungsi 
kekuasaan eksekutif. Sesuai dengan UUD 1945 di Indonesia, 
Struktur dari aparat pemerintah dalam arti yang lebih terbatas 
melibatkan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, yang 
dibantu oleh para Menteri bersama dengan jabatan-jabatan 
bawahan lainnya. Artinya, aparat pemerintah dalam arti sempit 
di Indonesia terdiri dari Presiden, Menteri, dan pejabat-pejabat 
lain di bawah mereka yang bertugas menjalankan kebijakan dan 
program-program pemerintahan. 

Philipus M. Hadjon dkk menguraikan bahwa pemerintahan 
dapat didefinisikan dalam dua aspek: pertama, sebagai "fungsi 
pemerintah" yang meliputi aktivitas memerintah, dan kedua, 
sebagai "organisasi pemerintah" yang terdiri dari berbagai unit 
pemerintahan. Fungsi pemerintah dapat dipahami dengan 
mengaitkannya dengan peranannya dalam pembuatan undang-
undang dan penyelenggaraan peradilan. Dalam perspektif ini, 
pemerintahan bisa didefinisikan secara eksklusif sebagai segala 
aktivitas penguasa yang tidak termasuk dalam ranah 
perundang-undangan atau peradilan. Perbedaan antara tiga 
elemen ini, yaitu perundang-undangan, peradilan, dan 
pemerintahan, menegaskan prinsip Trias Politica. Trias Politica 
adalah prinsip yang menyarankan pemisahan kekuasaan antara 
pembuat undang-undang (legislatif), kehakiman (yudikatif), dan 
pelaksana (eksekutif). Ini menegaskan bahwa tugas-tugas 
pemerintah harus dipisahkan dan diatur secara independen. 

Saat ini, konsep "pemerintahan" tidak selalu identik 
dengan "kekuasaan eksekutif". Terdapat beragam jenis 
pemerintahan yang tidak semata-mata terkait dengan 
pelaksanaan undang-undang, seperti memberikan subsidi 
spesifik atau melaksanakan proyek-proyek infrastruktur. 
Meskipun begitu, dalam beberapa tahun terakhir, para pakar 
hukum administrasi negara semakin memperhatikan kebijakan-
kebijakan yang bersifat umum, seperti rencana-rencana, 
kebijakan, dan regulasi pemberian wewenang. Namun, fokus 
pada perhatian ini lebih condong ke arah pendekatan yang 
menekankan pada keabsahan hukum administratif, daripada 
pendekatan yang terkait dengan hukum politik atau 
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konstitusional. Ini menandakan pergeseran fokus dalam 
pemahaman tentang peran dan fungsi pemerintahan, yang lebih 
menekankan pada kerangka hukum administratif daripada 
aspek politik atau konstitusional. 

 

7.8 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 
Hukum Administrasi Negara memiliki cakupan yang erat 

dengan tugas dan wewenang lembaga pemerintahan, baik di 
tingkat nasional maupun lokal. Ini mencakup dinamika 
kekuasaan antara lembaga pemerintahan, serta antara 
pemerintah dan masyarakat, dengan memberikan jaminan 
perlindungan hukum kepada keduanya. Dalam konteks 
perkembangan saat ini, dengan meningkatnya intervensi negara 
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, peran Hukum 
Administrasi Negara (HAN) menjadi semakin luas dan kompleks. 

Perluasan peran ini terutama muncul karena negara 
terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk 
ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Oleh 
karena itu, Hukum Administrasi Negara harus mencakup aturan-
aturan yang mengatur bagaimana negara berinteraksi dengan 
warga negara dalam semua bidang tersebut. Hal ini membuat 
ruang lingkup Hukum Administrasi Negara menjadi luas dan 
rumit. Pengaturan hukum harus memperhatikan aspek-aspek 
yang beragam dari hubungan antara negara dan masyarakat, 
serta antara lembaga-lembaga negara sendiri. Peran HAN juga 
melibatkan perlindungan hak dan kewajiban warga masyarakat, 
serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan administrasi 
negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan 
keadilan.  

Secara Hitoris, peran negara sangat sederhana, yaitu 
sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sering 
disebut sebagai "penjaga malam" (nachtwa chterstaat). Tugas 
utama negara pada masa itu adalah menjaga keteraturan dan 
ketentraman masyarakat, serta mengatur lalu lintas kehidupan 
sosial. Pada saat tersebut, negara terutama terlibat dalam 
memastikan ketertiban sosial dan mencegah konflik yang 
melibatkan hak dan kewajiban, kebebasan, kemerdekaan, dan 
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masalah-masalah lain dalam masyarakat. Begitu tujuan-tujuan 
ini tercapai, peran negara dianggap telah terpenuhi dengan baik. 
Pada situasi seperti ini, Hukum Administrasi Negara (HAN) tidak 
mengalami perkembangan yang signifikan bahkan bisa 
dikatakan statis. Hal ini karena fokus utama negara pada waktu 
itu adalah menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga tidak ada 
kebutuhan yang mendesak untuk mengatur dan 
mengembangkan tugas-tugas administratif lebih lanjut. Dalam 
konteks ini, HAN tidak berkembang karena peran negara 
terbatas pada fungsi dasar sebagai penjaga ketertiban dan 
keamanan masyarakat. Hal ini mencerminkan situasi pada masa 
lalu di mana peran dan fungsi negara sangat terbatas dan belum 
memerlukan kerangka hukum yang kompleks seperti yang 
diperlukan pada zaman sekarang. 

Di era saat ini, setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, 
terlibat dalam kehidupan warga negaranya dalam berbagai 
tingkat dan bentuk, terlepas dari ukuran, kompleksitas, atau 
jenis pemerintahannya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki 
sistem hukum yang menjamin dan melindungi warga negara jika 
mereka meragukan tindakan administrasi negara atau jika 
tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam 
masyarakat. Dalam konteks ini, pandangan Sjachran Basah 
tentang peningkatan fungsi hukum secara tradisional dengan 
memperkenalkan fungsi-fungsi tambahan sangatlah relevan. 

Hal ini berarti bahwa hukum harus dilihat bukan hanya 
sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai alat untuk 
memajukan masyarakat, seperti yang dikemukakan Basah. Oleh 
karena itu, hukum berfungsi sebagai panduan dan fondasi bagi 
pembangunan yang bertujuan mencapai tujuan hidup 
bernegara. Dengan kata lain, hukum berperan sebagai pengarah 
dan landasan bagi aktivitas pembangunan, sehingga dapat 
mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga 
negara. 

Selain sebagai alat untuk memperbarui masyarakat, 
hukum juga harus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan 
pemikiran menuju arah yang lebih progresif, tidak terjebak 
dalam pola pikir yang konservatif, dengan tetap 
memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, dan antropologis 
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masyarakat. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Mochtar 
Kusuma Atmaja, hukum harus tetap menjaga, merawat, dan 
mengamankan ketertiban sebagai salah satu fungsi pokoknya.  

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, dalam studi Hukum 
Administrasi Negara, ada enam ruang lingkup dipelajari 
meliputi : 
1. Hukum tentang prinsip-prinsip dasar dari administrasi 

negara; 
2. Hukum tentang struktur dan organisasi pemerintahan 

negara; 
3. Hukum tentang aktivitas administratif negara, terutama 

yang bersifat yuridis; 
4. Hukum tentang sarana-sarana administrasi negara terutama 

dalam kepegawaian negara dan keuangan negara; 
5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan Wilayah, yang 

dibagi menjadi: 
a. Hukum Administrasi Kepegawaian; 
b. Hukum Administrasi Keuangan; 
c. Hukum Administrasi Materiil; 
d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara. 

6. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara. 
 
Menurut Kusumadi Pudjosewojo, bidang-bidang utama 

Hukum Administrasi Negara dapat dibagi menjadi : 
1. Hukum Tata Pemerintahan; 
2. Hukum Tata Keuangan termasuk Hukum Pajak; 
3. Hukum Hubungan Luar Negri; 
4. Hukum Pertahanan dan Keamanan Umum. 

 
Menurut Walther Burekhardt, bidang-bidang utama yang 

menjadi bagian dari Hukum Administrasi Negara adalah sebagai 
berikut : 
1. Hukum Kepolisian adalah kumpulan peraturan hukum yang 

menetapkan standar perilaku, yang umumnya melarang 
atau membatasi kebebasan individu, dengan tujuan menjaga 
keamanan masyarakat.; 

2. Hukum Perlembagaan Merupakan kumpulan aturan hukum 
yang ditujukan untuk mengelola pembangunan masyarakat 
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dalam berbagai bidang seperti kebudayaan, kesenian, ilmu 
pengetahuan, agama, kesehatan, dan pendidikan. Seiring 
dengan semakin luasnya bidang-bidang kebebasan individu, 
penguasa diharapkan mengatur hubungan hukum antara 
individu-individu dengan mempertimbangkan kepentingan 
umum.; 

3. Hukum Keuangan adalah seperangkat aturan hukum yang 
berkaitan dengan pengadaan sumber daya untuk 
mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Ini 
mencakup peraturan-peraturan terkait dengan peminjaman 
uang, pajak, bea dan cukai, oleh pemerintah, dan aspek-
aspek lain yang terkait dengan pendanaan pemerintah. Hal 
ini menunjukkan bagaimana negara mendapatkan dana 
yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai kegiatan, 
termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan 
kebutuhan administratif lainnya. 
 

7.9 Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam 
Lapangan Hukum 

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah cabang khusus 
dalam ilmu hukum yang dinamis dan terus berkembang seiring 
dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pada awalnya, HAN 
merupakan bagian dari Hukum Tata Negara (HTN) dalam studi 
ilmu hukum publik, sering kali diajarkan bersama dalam mata 
kuliah yang sama. Namun, dengan munculnya konsep Negara 
Kesejahteraan (Welfare State) pada akhir abad ke-19 dan awal 
abad ke-20, terjadi pemisahan antara HAN dan HTN. HAN 
kemudian mengalami pertumbuhan pesat dan diakui sebagai 
bidang studi mandiri dalam ilmu hukum publik, meskipun masih 
memiliki keterkaitan dengan aspek hukum privat tertentu. 

Philipus M. Hadjon dan koleganya menyatakan bahwa 
hukum administrasi materiil berada di antara hukum privat dan 
hukum pidana (publik). Hukum pidana mengandung norma-
norma yang sangat vital bagi stabilitas masyarakat sehingga 
penegakan norma-norma tersebut tidak dapat diberikan kepada 
individu, melainkan harus dilakukan oleh pemerintah. Di sisi 
lain, di dalam hukum privat penegakan norma-norma tersebut 

3

51



 

156 

dapat dilimpahkan kepada individu. Hukum administrasi berada 
di tengah-tengah kedua bidang hukum tersebut. Oleh karena itu, 
Hukum Administrasi Negara dapat disebut sebagai "hukum 
antara". 

 

7.10 Hubungan  Antara  Hukum  Administrasi 
Negara  Dan  Hukum Tata Negara 
Terdapat dua sudut pandang yang berbeda mengenai 

hubungan antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan 
Hukum Tata Negara (HTN). Kelompok pertama berpendapat 
bahwa ada perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dan HTN, 
sementara kelompok kedua berpendapat bahwa tidak ada 
perbedaan prinsipil yang signifikan antara keduanya. Para ahli 
yang mendukung pandangan pertama, seperti Oppenheim, Van 
Vollenhoven, dan Logeman, percaya bahwa HAN dan HTN 
memiliki aspek-aspek yang secara prinsipil berbeda. Di sisi lain, 
ahli yang termasuk dalam kelompok kedua, seperti Kranenburg, 
Prins, dan Prajudi Atmosudirdjo, berpendapat bahwa tidak ada 
perbedaan prinsipil yang mendasar antara HAN dan HTN, 
menekankan kesamaan esensi di kedua bidang tersebut. 

Menurut Oppenheim, Hukum Tata Negara (HTN) 
berkaitan dengan struktur statis Negara, sementara Hukum 
Administrasi Negara (HAN) berkaitan dengan dinamika Negara. 
HTN terdiri dari regulasi yang membentuk kerangka 
pemerintahan dan menetapkan wewenang, serta membagi tugas 
di antara lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan. 
Di sisi lain, HAN adalah kumpulan peraturan yang mengatur 
bagaimana lembaga pemerintahan, baik di tingkat tinggi 
maupun rendah, menggunakan wewenang yang telah ditetapkan 
dalam HTN. 

Van Vollenhoven45 menyatakan bahwa Hukum 
Administrasi Negara (HAN) mencakup semua peraturan hukum 
nasional setelah mengurangi materi Hukum Tata Negara (HTN), 
Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Hubungan antara HTN dan 
HAN adalah bahwa lembaga-lembaga negara memperoleh 
                                                           
45 Fakhrudin A. Razy, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Purwokerto, Jawa 
Tengah: Pena Persada, 2020. h. 12 
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wewenang dari HTN, dan ketika menggunakan wewenang tersebut, 
mereka beroperasi di bawah kerangka kerja yang ditetapkan oleh 
Hukum Tata Negara. 

Logeman46 Menurut pendapat tersebut, HTN adalah 
suatu pelajaran yang mengkaji kompetensi, sementara 
HAN/HTP adalah suatu pelajaran yang memfokuskan pada 
perhubungan-perhubungan hukum istimewa. Dalam Hukum Tata 
Negara (HTN), ruang lingkup pembelajaran meliputi berbagai aspek, 
seperti struktur jabatan dalam suatu negara, penunjukan pejabat 
oleh siapa, proses pengisian jabatan, fungsi dan tanggung jawab dari 
setiap jabatan, serta wewenang hukum yang melekat pada jabatan-
jabatan tersebut. Selain itu, HTN juga memperhatikan dinamika 
hubungan antara jabatan-jabatan tersebut serta batasan-batasan 
dalam pelaksanaan tugasnya. 

Dari perspektif lain, Hukum Administrasi Negara/Hukum 
Tata Pelaksanaan (HAN/HTP) meneliti sifat, format, dan 
implikasi hukum yang muncul dari tindakan khusus yang 
diambil oleh pejabat dalam menjalankan kewajibannya. Ini 
mengindikasikan bahwa HAN memusatkan perhatian pada 
regulasi dan konsekuensi dari keputusan-keputusan khusus 
yang diambil oleh aparat administrasi negara, beserta dampak 
hukum yang ditimbulkannya. Contohnya, HAN akan membahas 
hukum yang mengatur tindakan pemerintah dalam pengambilan 
keputusan, penerbitan peraturan, atau pelaksanaan kebijakan 
tertentu, dan bagaimana hal ini berdampak pada hak dan 
kewajiban warga negara serta badan administrasi negara itu 
sendiri. 

Kranenburg, Prins dan Prajudi Atmosudirdjo47 Menurut 
pandangannya, secara yuridis prinsipil tidak terdapat perbedaan 
antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata 
Negara (HTN), hanya ada perbedaan dalam fokus 
pembahasannya. HTN menitikberatkan pada hukum yang 
menjadi dasar dari negara secara menyeluruh, sedangkan HAN 
lebih menitikberatkan pada aspek-aspek spesifik dari HTN. 

                                                           
46 Ibid. 
47 SF Marbun Dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, 
Yogyakarta: UII Press, 2001. h. 47 
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Kranenburg mengemukakan bahwa jika terdapat perbedaan 
dalam praktik penerapannya, itu mungkin semata-mata karena 
pertimbangan efisiensi dalam proses penyelidikan. Menurutnya, 
yang termasuk dalam HTN adalah regulasi yang mengatur 
struktur umum pemerintahan suatu negara, seperti UUD dan UU 
organik, sementara HAN terutama mencakup UU dan regulasi 
khusus, seperti hukum kepegawaian. 

Menurut Prins, Hukum Tata Negara (HTN) memeriksa 
elemen-elemen mendasar yang menjadi fondasi negara dan 
secara langsung memengaruhi setiap warga negara, sementara 
Hukum Administrasi Negara (HAN) lebih menekankan pada hal-
hal teknis yang terutama relevan bagi ahli atau spesialis di 
bidang tersebut. Dia menyoroti bahwa pemisahan antara HAN 
dan HTN tidak disebabkan oleh perbedaan tugas yang diemban 
oleh keduanya, melainkan karena perkembangan HAN yang 
semakin maju, sehingga memerlukan perhatian khusus sebagai 
bidang studi tersendiri, bukan hanya sebagai bagian tambahan 
dari HTN.  Pemahaman ini menegaskan bahwa meskipun HAN 
dan HTN terkait erat, keduanya memiliki fokus pembahasan 
yang berbeda dan masing-masing memiliki kepentingan serta 
peraturan-peraturan yang khusus sesuai dengan bidangnya. 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, perbedaan antara Hukum 
Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) 
Sebetulnya, perbedaan hanya terletak pada fokus atau titik berat 
dalam pembahasannya. Saat mempelajari Hukum Tata Negara 
(HTN), fokus utamanya adalah pada konstitusi negara secara 
menyeluruh, sedangkan dalam Hukum Administrasi Negara 
(HAN), fokusnya lebih spesifik pada administrasi negara. 
Analoginya dapat dilihat dari hubungan antara Hukum Dagang 
dan Hukum Perdata, di mana Hukum Dagang merupakan 
spesialisasi dari Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata. Dalam 
konteks ini, HAN dapat dianggap sebagai spesialisasi pada satu 
aspek dari HTN, sehingga prinsip-prinsip dan aturan yang 
terkait dengan administrasi negara dalam HTN juga berlaku 
dalam HAN. 
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